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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 2 Z/KPTS/170/1/2020

TENTANG

PENETAPAN RANPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
MENJADI RANPERDA KOMULATIF TERBUKA TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
perlu menetapkan Keputusan DPRD Kota Batam tentang
Penetapan Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

DPRD menjadi Ranperda Komulatif Terbuka Tahun Anggaran
2020.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4274)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679},

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertb DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5104);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106);

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2014 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 3);

10.Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun

Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019
Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi — Fraksi DPRD Kota Batam tentang Persetujuan
Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
2. Kesimpulan Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dengan
Pimpinan Fraksi — Fraksi DPRD tanggal 13 Januari 2020:
3. Keputusan Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan | Tahun
Sidang 2020 tanggal 13 Januari 2020.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
menjadi Ranperda Komulatif Terbuka Tahun Anggaran 2020;
KEDUA . Ranperda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU. akan

ditindaklanjuti sesuai mekanisme berdasarkan peraturan
perundang - undangan;
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KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada
: APBD Kota Batam;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Januari 2020

WAKIL KETUA| DEWA ERWAKILAN RAKYAT DAERAH
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